PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
TELADAN/BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai
Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, belum mencatumkan ketentuan mengenai masa
berlakunya hukuman disiplin, tidak pernah dijatuhi
Hukuman pidana, pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 32
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan
Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a
dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan
Pegawai Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.

Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor S5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai
Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor
32)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 32 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI @ TELADAN/BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan/Berprestasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu :
a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Pemerintah;
berkomitmen, dan bertanggung jawab;
c. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai
lainnya; dan



d.

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Kota Semarang,
dengan semangat kerja, profesionalisme, akuntabilitas, integritas dan
pelayanan prima;

bersikap dan berperilaku baik, rajin dan tekun dalam melaksanakan
ibadah menurut agama yang dianut;

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:

a.

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara
pidana;

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling singkat 5 (lima) tahun
terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;

tidak pernah dijatuhi sanksi moral paling singkat 2 (dua) tahun terakhir,
dan atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku;

memiliki masa pengabdian di Pemerintahan Kota Semarang paling sedikit 4
(empat) tahun;

memiliki masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
diangkat CPNS;

belum pernah mendapatkan penghargaan pegawai teladan/berprestasi
terbaik pertama selama 5 (lima) tahun sebelumnya; dan

sehat Jasmani dan rohani.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 November 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 56



